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ABSTRAK

Ada dua latar belakang penulisan tesis ini: Pertama, isu mengenai
pemisahan kekuasaan dan organisasi negara sangat terkait dengan urgensi adanya
mekanisme check and balances dalam sebuah sistem pemerintahan, tidak
terkecuali sistem pemerintahan Islam. Kedua, Hizbut Tahrir (HT) dan Negara
Islam Indonesia (NII) adalah dua gerakan yang berupaya dan memperjuangkan
penegakan syariat Islam. Keduanya memiliki konstitusi negara Islam yang mereka
susun untuk membentuk sistem pemerintahan Islam versi masing-masing. HT
memiliki Dustir al-Islamy dan NII memiliki Qaniin Asasi. Atas dasar itu,
penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkomparasikan model pemisahan
kekuasaan HT dan NII sebagaimana tertuang dalam konstitusi mereka. Melalui
pembacaan tersebut, tesis ini juga bertujuan untuk merumuskan manhajul fikri HT
dan NII dalam penyusunan sistem pemerintahan masing-masing, serta melakukan
upaya kontekstualisasi terhadap temuan tersebut.

Basis teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori
pemisahan kekuasaan frias politica yang dikemukakan oleh Montesquie didukung
teori-teori lain yang relevan. Ada dua pendekatan yang digunakan penulis;
Pendekatan komparatif dan pendekatan legal institusional. Sedangkan metode
penelitian menggunakan metode /ibrary research atau penelitian pustaka dengan
Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qaniin Asdasi Negara Islam Indonesia sebagai
bahan hukum primernya.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan: (1) Dari hasil komparasi
terhadap Dustiir al-Islamy HT dan Qaniin Asasi NIl telah ditemukan adanya
upaya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga Negara. Di satu
sisi, Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir memiliki keunggulan dibanding Qaniin Asasi
NII dalam menjelaskan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara.
Namun di sisi lain, Qaniin Asasi NII lebih unggul dan lebih baik daripada Dustir
al-Islamy Hizbut Tahrir dari perspektif model pembagian atau pemisahan
kekuasaan. (2) Komparasi manhajul fikri HT dan NII dapat dilihat dari tiga
perspektif; Pertama, kepemimpinan kepala negara HT lebih memiliki wewenang
besar dibandingkan NII. Kedua, arena perjuangan Islam HT bersifat transnasional,
sedangkan NII bersifat nasional. Ketiga, sumber hukum yang populer digunakan
HT dan NII tidak jauh berbeda, yaitu al-Quran, Sunnah, [jma’, dan masalih
mursalah. (3) Kontekstualisasi terhadap model pemerintahan HT dan NII dapat
dilakukan dalam empat hal: Perbaikan mekanisme sirkulasi elit, merumuskan
hubungan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan, memberikan ruang pada civil
society, dan terakhir memformulasikan perjuangan penegakan syariat Islam di era
nation state.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987
Nomor : 0543 b/U/1987

A. Konsonan tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF
ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA

J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
(- Ba’ B Be

O Ta’ T Te

= S S s (dengan titik diatas)
d Jim J Je

C Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
C Kha Kh ka dan ha
d Dal D De
K Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra’ R Er

D) Zai Z Zet

o Sin S Es

uf'u Syin Sy es dan ye

o= Sad 3 es (dengan titik dibawah)
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o= Dad D de (dengan titik dibawah)
- Ta T te (dengan titik dibawah)
& Za Z zet (dengan titik dibawah)
& an koma terbalik (di atas)
E gain G Ge

s fa’ F Ef

LB qaf Q Ki

& kaf K Ka

d lam L El

e mim M Em

) nun N En

9 wawu w We

-3 Ha’ H Ha

s hamzah . Apostrof

s Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah A U
I
= Kasrah I
: Dammah U U




2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Tanda dan
Nama Nama
Huruf Huruf
i’ ...../ Fathah dan wawu Au A dan U
Zg .. Fathah dan ya Ai Adanl
Contoh:
:,—\K Kataba U;m Su'ila
U;-;‘ Fa'ala ;J-\s Kaifa
/),53 Zukira U}l Haula
Z—’-&S:-J Yazhabu
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf,

transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama

Huruf Tanda

- Fathah, alif dan _ o

¢ .. f A A dan garis di atas

’ Ya
¢ .. Kasrah dan Ya 1 I dan garis di atas
S eeenn Dummah dan Ya U U dan garis di atas
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UG Qala Lié Qila
o -~ S 40 &~
Tl Rama d e Yagqilu

D. Ta Marbutah
Tansliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup
Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan
dummah. Transliterasinya adalah ’t’.

2. Ta Marbutah mati
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah
h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

Marbutah itu transliterasinya dengan "h’.

Contoh:
Aq Ky B o - Raudah al-Atfal
d\ALY\ . j) audaan a a
Raudatul Atfal
IR I-Madinah al-M h
i) Al 4.1.3 .AAH al-Madinah al-Munawwara

al-Madinatul-Munawwarah

Ak Talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu
syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan

huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.
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Contoh:
uf\:) Rabbana wc;j‘ al-Hajj

/dj)l Nazzala é:u Nu’’ima

\t
o

w)é” al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan tanda J! namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyah

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranslite-kan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /V/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditranslite-kan sesuai aturan
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

U;;J\ Arrajulu ;J;S\ Alqalamu

A~ 2@ 2o -
DJ,J,-HJ\ Assayyidatu @9—‘1\ Albadi'u
G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.
Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
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/uij-\éﬁ Ta'khuziina ) Inna
;ajﬂ\ An-nau’' :—i)gﬁf Umirtu
:‘Zs:“‘ Syai'un USY Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’i/ atau kata kerja, isim maupun huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata terentu penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: . ] )
RSN DRSO e ahua Khaimmaian.
SRS Faale e
0 e
UzCui)ia /j U%\j;:o 9&\ ?l‘“f Bismillahi majreha wa mursaha
ol B Gl e ally M b

S 4] ¢ Uatl) Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti
’ o manistata'a ilathi sabila

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain
digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:
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J ji.u:) i}(l Yaai :5 Wa ma Muhammadun illa rasiil
... Syahru Ramadana al-lazi unzila fih al-

oe ~ -y . ‘. 7 2 o IS
49 LL)—’il Lf,j\ Olasy el Qur'anu
270 & = _ — . .
u\ )9]\ Syahru Ramadan?_l laz1 unzila fihil
Qur'anu

U‘“\-m /@.43 9;3 UST ZJl Inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf Kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.
Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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KATA PENGANTAR

Sungguh tidak dapat terungkapkan oleh kata-kata sehebat apapun, juga
tidak mampu tergambarkan oleh imajinasi setinggi apapun, atas rasa syukur tiada
berbilang angka yang terus mengalir dari hati dan lisan ini. Anugerah maha
dahsyat berupa kemampuan dalam penyusunan karya ini demi sebuah kewajiban
menuntut ilmu kini berakhir sudah. Penuturan kalimat demi kalimat dalam karya
ini adalah sebuah amanah agung bagi penulis untuk dapat direalisasikan dalam
dunia nyata demi kecemerlangan Islam di masa mendatang. Semoga Allah SWT
masih tetap berkenan melimpahkan kesempatan dan kekuatan untuk dapat
menjadikan karya ini sebagai langkah awal dalam memperbaiki bahkan merubah
masa depan Indonesia.

Shalawat serta salam kepada kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, tak
pernah lekang menemani setiap perjuangan hidup penulis. Teladan sepanjang
masa yang mampu memberikan penawar berupa cahaya terang pada masa
kebodohan. Tempaan kehidupan yang egois terhadap beliau agaknya mampu
menjadikan penulis lebih berani dalam menghadapi duri-duri kecil dalam
kehidupan singkat ini. Sungguh panutan utama dari para manusia yang dianggap
utama yang pernah ada setelahnya.

Dalam sebuah karya, proses adalah langkah yang patut diberi nilai paling
tinggi. Banyak tangan yang ikut membangun proses tersebut hingga penulis dapat
menyempurnakan karya ini dengan sebaik mungkin. Berikut adalah nama-nama
yang mampu memberikan kekuatan hebat hingga lahirnya sebuah karya kecil ini:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.  Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. Drs.
Moh. Sodik, S.Sos., M.Si., dan Mbak Marni. Mereka adalah orang-orang
yang berada di balik manajemen pendidikan Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.
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Dr. Ahmad Yani Anshori, pembimbing tesis penulis yang banyak
memberikan bantuan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat
sedikit membebaskan diri dalam melakukan “petualangan ilmiah” untuk
mengkaji dan mendalami obyek studi tesis ini.

Para inspirator riil penulis, sebelum atau saat studi di Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, seluruh dosen pengampu mata kuliah di
pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
khususnya Konsentrasi Studi Politik Islam dan Pemenerintahan dalam
Islam yang penulis kagumi. Ditambah para inspirator maya penulis, seluruh
auliya’ dan ulama’ yang mewakafkan hidupnya demi membesarkan
masyarakat dan mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan.

Kedua orang tuaku, ”Abi” Mukhlisul Fuad dan "Ummi” Ummu Salamabh.
Seandainya diperbolehkan menyekutukan dan menyembah sujud makhluk-
Nya, dua orang itu yang akan kupilih menjadi “Tuhan Keduaku”, karena
”Ridho Tuhan berada pada ridho keduanya”, begitu agama mengajarkanku.
Kedua adik ”biologis’ku -meminjam bahasa lagu Sheila On 7- ”Yang
Termuachhh... Di Hati”. Rofiqoh Dzurri (19 tahun) dan Nailul Mafahim (16
tahun). Sedewasa apapun kalian di hadapan orang lain, bagiku kalian
tetaplah adik mungil yang kan kusayangi layaknya bocah kecil.

Keluarga Besar Pondok Pesantren ”Asy-Syuja’i” dan Pondok Pesantren
Universitas Islam Indonesia. Kedua padepokan tersebut memberikan
kontribusi besar terhadap proses penulisan tesis ini. Padepokan pertama
adalah penyumbang terbesar pondasi pemahaman keagamaan penulis,
sementara padepokan kedua adalah tempat tinggal terkondusif untuk
mendalami ilmu dan menyelesaikan studi di Yogyakarta, termasuk tempat
yang penulis tinggali dalam penulisan tesis ini.

Pejabat Direktorat Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia periode
2006-2010, Drs, Sugeng Indardi, MBA., Arif Hidayat, ST., MT., dan
Thobagus Moh. Nu’man, S.Psi., Psi. Terima kasih atas kebersamaan dan

kepercayaannya selama dua setengah tahun terakhir.
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9. Teman-teman dan sahabat selama di Pascasarjana; Akbar Sandro, Zulfadli,
Rizal al-Hamid, Hartono, Mbak Nunuk Handayani, Ni’matul Husna, Mbak
Sayyida Aslama, dan Mas Agus. Ternyata benar, waktu 3 semester dalam
kelas yang sama tidaklah lama. Terasa baru kemarin siang kita berkenalan
dan memulai kelas pertama kita. Semoga kesuksesan di masa depan
mempertemukan kita kembali.

10. Sahabat-sahabat di Universitas Islam Indonesia, Wabilkhusus sahabat dan
teman di Pondok Pesantren UII, Shabhi Mahmashani, Ari Wibowo,
Fathurrahman (ketiganya bersama penulis adalah 4 serangkai angkatan
2004), Yuli Andriansyah (Dosen baru Ekonomi Islam UII), Susilo
Wibisono (Dosen baru Psikologi UII), Willy Ashadi, dan sabahat-sahabat
lain yang tidak bisa penulis rinci satu persatu.

11. Additional Thanks buat seseorang yang telah menyusun draft awal dari kata
pengantar ini. Kata pengantar ini adalah perpaduan dari dua gaya bahasa
berbeda, “penulis dan dia”. Penulis sengaja ingin membuat kata pengantar
ini sedikit memiliki sentuhan bahasa berbeda yang artistik. Dia salah
seorang penulis yang memiliki kelebihan dalam menyusun keindahan
bahasa, karena dia memang penulis fiksi yang banyak bermain dengan
keindahan bahasa. Ah, aku tahu kalian pasti penasaran siapa nama orang
itu kan? Ok lah friends. Tak ada gunanya juga aku merahasiakan nama itu
dari kalian. Afry Ramadhani namanya. Terima kasih atas support-nya pada
penulis selama proses penulisan tesis ini. Sejarah tentang ’mu’” kan abadi
bersama sejarah tesis ini. Itulah mengapa aku meminta”’mu” menyusun
draft awal kata pengantar tesisku ini.

12. Staf Perpustakaan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Plus
Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.

13. Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan secara detail dalam lembaran
terbatas ini.

Penulis menyadari bahwa nama-nama yang tertulis di atas hanyalah
sebagian kecil pahlawan pendidikan kehidupan yang mampu disebutkan. Lebih

dari itu, percayalah bahwa semua nama telah tertuang tak ketinggalan satu pun
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dalam sirkuit memori yang lebih panjang. Penulis pun mengakui ucapan
terimakasih dalam lembaran ini tak cukup untuk memberikan penghargaan,
namun percayalah bahwa doa terbaik selalu penulis mintakan kepada-Nya untuk
semuanya. Kesekian kalinya dalam tulisan ini penulis berharap Allah SWT
bermurah hati memberikan balasan yang lebih indah kelak kepada mereka yang
telah ikut mengambil peran dalam kelahiran karya tesis ini.

Dalam setiap penulisan karya, ketidaksempurnaan adalah sebuah
keniscayaan. Tiada gading yang tak retak. Maka ungkapan itulah yang paling
tepat untuk diberikan kepada penulis saat ini. Kesempurnaan dalam pembuatan
karya ilmiah ini bukanlah hal mutlak yang harus diperjuangkan, namun alangkah
lebih baik jika usaha tersebut diwujudkan demi kebaikan yang akan datang. Usaha
tersebut penulis wujudkan dengan membuka pintu saran dan kritik, juga
argumentasi tajam untuk menambah bahan diskusi supaya kelak akan lahir karya
serupa yang lebih baik. Semoga setiap khalayak mampu menjadikan tulisan ini
sebagai bahan pertimbangan, bahan diskusi, dan pertanyaan-pertanyaan kecil
untuk sebuah keputusan cemerlang nantinya.

Pencapaian tesis ini bukanlah akhir dari segenap ilmu, pengetahuan, dan
pikiran-pikiran penulis. Sekali lagi, kalimat demi kalimat yang telah dibukukan ini
merupakan sebuah tanggung jawab mulia bagi penulis untuk dapat benar-benar
dimanifestasikan dalam kehidupan selanjutnya. Lebih dari itu, penulis tidak hanya
menyuguhkan kata-kata hiperbol demi sebuah keindahan kalimat, namun ada
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dialog hubungan antara Negara dan Islam mungkin tidak akan pernah
berujung dan mengerucut pada satu titik pertemuan.' Seolah telah menjadi
kesepakatan bersama bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah yang tidak mungkin
dihindari, meski tentu saja ada juga yang beranggapan kelompok yang berbeda
sebagai kelompok yang membangkang dari pakem ajaran Islam yang syumiil.
Sejarah panjang sistem khilafah dalam sejarah Islam, menurut penulis, setidaknya
sedikit banyak menjadi pemicu lahirnya diskusi dan perdebatan itu, bahkan hingga
kini saat era nation-state dan ajaran demokrasinya telah menjadi ajaran puncak
yang dianggap terbaik.

Runtuhnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924 dari tangan Turki Utsmani
di satu sisi menghapuskan sejarah khildfah dalam Islam, sementara di sisi lain,

justru menghadirkan sekian banyak tokoh dan kelompok yang berjuang untuk

' Di antara beberapa tulisan yang coba mendialogkan atau membahas relasi agama Islam
dan Negara adalah Muhammad Abid al-Jabiri, al-Din wa al-Daulah wa Tatbiq as-Syari’ah
(Beirut: Markaz dirasat al-wahdah al-‘arabiyah, 1996); Sholah Showi, al-Muhawarah; Musajalah
Fikriyyah Haula Qadiyyati Tatbiq al-Syari’ah (Kairo: al-Madani, 1993).

? Demokrasi seolah telah menjelma menjadi sistem wajib yang harus diterapkan oleh semua
Negara dengan berbagai modelnya. Inilah yang -dalam istilah Fukuyama- dikenal dengan sebutan
the end of history (akhir sejarah). Fukuyama melihat meluasnya penerapan sistem ekonomi
kapitalisme dan sistem demokrasi secara global, sehingga akhir sejarah yang digambarkan
Fukuyama bukan berarti tidak ada lagi sejarah, tetapi sejarah itu kini merupakan sejarah tunggal
demokrasi dan kapitalisme yang di dalamnya tidak ada lagi pilihan lain yang tersedia. Lihat Yasraf
A. Pilliang, “Di antara Puing-Puing Ilmu Pengetahuan”, Pengantar, dalam John Horgan, The End
Of Science; Senjakala Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. viii.



kembali menegakkan sejarah tersebut. Muhammad Rasyid Rida®, Hasan al-Bana,’
Taqiyuddin an-Nabhani,” dan beberapa tokoh lain misalnya adalah contoh tokoh-
tokoh internasional yang terlibat dan berdakwah aktif dalam usaha
mengembalikan khilafah Islam. Dukungan dan usaha mengembalikan khilafah
juga dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional” yang tersebar dalam beberapa negara
di dunia, terutama negara dengan komunitas muslim yang besar. Upaya
mengembalikan sistem Islam sebagai sistem pemerintahan seolah bergema di
beberapa negara berpenduduk Muslim yang sudah terbagi-bagi batasan
teritorialnya, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, setidaknya cara perjuangan untuk mendirikan
negara dengan sistem Islam dapat diklasifikasi menjadi dua cara. Ada yang masih
dengan mengindahkan batasan nation-state, namun ada pula yang bersifat
internasional dan melampaui batasan nation-state. Perjuangan mendirikan Negara
Islam Indonesia (NII) adalah contoh yang pertama, sementara perjuangan Hizbut
Tahrir masuk dalam kategori kedua. Jika NII bergerak dan berjuang serta berakar
dari lingkup nasional, maka tidak demikian dengan Hizbut Tahrir yang merupakan

gerakan transnasional. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan. Namun

* Dia adalah pendukung eksistensi Dinasti Utsmaniyah yang setia. Pemikiran dan aktivitas
yang dilakukannya banyak yang bertujuan untuk tetap menjaga tetap tegaknya sistem khilafah.
Lebih lengkap tentang Rasyid Rida dapat dibaca dalam Munawwir Syadzali, Islam and
Govermental System; Teaching, History, and Reflections (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 84-95.

* Ibid., hlm. 100-108. Hasan al- Bana adalah pendiri Ikhwanul Muslimin. Meski tidak
langsung merujuk pada pendirian khildfah, namun pemikiran politik Ikhwanul Muslimin salah
satunya adalah membentuk kekuasaan dunia Islam dalam satu kekuasaan politik, di bawah satu
pemerintahan supra nasional, sama dengan konsep khilafah. Tentang al-Bana juga bisa dibaca
William Montgomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas (terj.) (Jakarta: PT
RajaGrafindo, 1997), him. 110-114.

* Tagiyuddin an-Nabhani adalah Pendiri Hizbut Tahrir sekaligus penyusun Rancangan
Undang-Undang Dasar yang disiapkan untuk sistem khildfah yang digagasnya.



keduanya juga memiliki kesamaan berupa upaya penegakan Islam sebagai sebuah
sistem kekuasaan.

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik yang
berideologi Islam, bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam
melalui tegaknya Daulah Islam yang akan menerapkan sistem Islam serta
mengemban dakwah ke seluruh dunia. Dengan menjadikan beberapa wilayah
sebagai benih berdirinya Daulah Islamiyyah, diharapkan dakwah Islam ke seluruh
dunia dapat tercapai.® Sedangkan Negara Islam Indonesia, juga dikenal dengan
nama Darul Islam yang artinya adalah “Rumah Islam”, adalah gerakan politik
yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji
Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan
Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia
sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi
Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk
memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari at Islam.”

Di samping memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan berdirinya
kekuasaan Islam, HT dan NII sebenarnya memiliki kesamaan lain yang unik.
Keduanya dapat disebut memiliki salah satu alat kelengkapan negara yang belum
tentu dimiliki kelompok lain yang memiliki tujuan serupa. Alat tersebut adalah
aturan dasar sebuah negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Undang-

Undang. Hizbut Tahrir memiliki Rancangan Undang-Undang Dasar Islam (Dustir

8 Tagiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, terj. Abdullah (Jakarta Selatan: Hizbut
Tahrir Indonesia, 2001), hIm. 21.

7 Anonim, “Negara Islam Indonesia”, dalam http://id. wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_
Indonesia, diakses pada 25 Oktober 2009.



al-Islamy) yang disusun oleh Taqiyyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tabhrir,
sebagaimana penulis temukan dalam karyanya yang dikeluarkan Hizbut Tahrir
dengan judul al-Daulah al-Islamiyyah dan versi Indonesianya diterbitkan HT
Indonesia.® Begitu juga NII yang memiliki aturan dasar yang dikenal dengan
nama Qaniin Asasi NII. Qaniin ini dibuat pada periode awal berdirinya NIIL.’
Sebagai aturan dasar yang menjadi alat legitimasi, tentu saja aturan-aturan
tersebut memuat berbagai aturan seputar negara dan sistem yang akan dijalankan
kelompok pembuatnya. Salah satu isu penting yang menarik dalam aturan tersebut,
menurut penulis, adalah sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi negara yang
ditawarkan oleh HT dan NII.

Lebih spesifik, penelitian ini mencoba menganalisis pemikiran HT dan NII
tentang sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi negara dengan meneliti
Undang-Undang ataupun Rancangan Undang-Undang Negara Islam yang mereka
miliki. Penelitian mengenai sistem pemisahan kekuasaan menjadi teramat penting
dalam konteks penciptaan hubungan yang ideal antar lembaga-lembaga Negara.
Sebuah negara dapat diklasifikasikan sebagai negara dengan sistem demokrasi,
oligarki, aristoktarasi, otoriter, atau tirani di antaranya dengan jalan melihat sistem
pemisahan kekuasaan yang diterapkan di negara tersebut. Isu pemisahan
kekuasaan juga amat terkait dengan kajian check and balances dalam tubuh

negara, sebuah kajian yang menentukan nilai-nilai keadilan dan etika dapat

¥ Tagiyuddin an-Nabhani, a/-Daulah al-Islamiyyah, terj. Umar Faruq, dkk (Jakarta: HTI
Press, 2009), him. 295-338.

° Qaniin Asasi NII ini dapat ditemukan di beberapa situs yang melakukan kajian terhadap
NII. Di antaranya dalam alamat situs http://darul_islam.tripod.com/nii-ganin.html. Pada alamat
situs ini juga terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana NII, profil NII, biografi pendiri, dan
beberapa penjelasan lain terkait dengan NII.



dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Terlebih lagi, kajian tentang
peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, dan pengaturan hubungan
antara penguasa dan rakyat adalah obyek bahasan yang pasti ada dalam figh
siyasah (politik Islam).'

Kajian tentang politik Islam atau figh siyasah juga selalu amat terkait
dengan wilayah ijtihad. Sebagaimana diketahui, bahwa nuansa mu’amalah atau
mu’dasyarah (relasi sosial) sangat mendominasi dalam kajian siyasah, sehingga
peluang untuk terjadinya ijtihad melalui berbagai saluran yang dipaparkan dalam
kajian wugil amat terbuka luas.'' Oleh karena itu, penelitian tentang sistem
pemisahan kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan dengan kaca mata figh
siyasah meniscayakan kajian tersendiri tentang seluk beluk landasan berpikir
(manhajul fikri) yang digunakan. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui
landasan-landasan pemikiran yang menjadi pijakan, terutama dalam konteks
sistem pemisahan kekuasaan. Dalil al-Quran dan Hadis mungkin masih sangat
dominan saat melakukan penelitian terhadap landasan pemikiran-pemikiran
politik global dari para tokoh atau lembaga HT dan NII, namun saat pemikiran
tersebut telah sampai pada wilayah yang lebih spesifik dan aplikatif, hipotesa
penulis mengatakan bahwa saluran dalil sejenis ‘urf, maslahat mursalah, istishab,
dan lain sebagainya akan menjadi lebih dominan. Di sinilah kajian tentang

manhajul fikri masing-masing teramat penting untuk diabaikan.

5. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 28.

1 1bid., him. 4.



Satu hal yang sangat penting untuk ditekankan kembali adalah bahwa
penelitian terhadap sistem pemerintahan yang tertuang dalam aturan dasar
kelompok HT dan NII -menurut penulis- menjadi sangat penting dan menarik
karena dua hal. Pertama, Tidak banyak tokoh atau organisasi yang
memperjuangkan berdirinya kekuasaan Islam dengan sekaligus memiliki UU atau
RUU Negara Islam. Kedua, HT dan NII berikut produk pemikiran mereka lahir
pada masa modern, ketika sistem pemerintahan dan sistem nation-state sudah
sedemikian lama berjalan dan maju.'?

Penelitian ini tidak akan menganalisis pemikiran dan pandangan-
pandangan politik global dari Hizbut Tahrir maupun NII secara kelembagaan
maupun tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, karena yang demikian sudah sangat
banyak dikaji. Penelitian ini mengambil fokus pada aplikasi dari pemikiran-
pemikiran lembaga maupun tokoh HT dan NII yang telah diturunkan dengan
content yang lebih riil dan dinilai aplikatif dalam format Dustiir al-Islamy maupun
Qaniin Asasi. Salah satu isu penting dalam konteks politik yang penulis pilih
menjadi fokus dalam tulisan ini adalah tentang sistem pemisahan kekuasaan dan
organisasi negara dalam sistem pemerintahan Islam. Lebih jelasnya lagi, ada tiga
fokus penelitian yang bisa penulis turunkan dari pemilihan kajian terhadap
Undang-Undang Islam versi HT dan NII ini. Pertama, pemetaan desain pemisahan

kekuasaan dan organisasi negara versi HT dan NII. Kedua, manhaju! fikri HT dan

12 Kehidupan modern yang diyakini baru terwujud pada abad ke-19 telah melahirkan
beberapa keniscayaan global, seperti kapitalisme, produksi massal berbasis pabrik, populasi
meningkat pesat disertai urbanisasi besar-besaran, negara bangsa (nation state) sebagai bentuk
pemerintahan modern, dominasi barat di seluruh dunia, dan sekulerisasi pengetahuan. Lihat Pip
Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga post-modernisme (terj.)
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hIm. 33.



NII dalam mendesain sistem pemerintahan tersebut. Dan ketiga, melakukan
kontekstualisasi pandangan HT dan NII serta menganalisanya dari sudut pandang

sistem pemerintahan modern dan siyasah syar’iyyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
menjadi fokus kajian dalam penelitan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan teori pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan
Islam yang ingin didesain oleh HT dan NII sebagaimana tertuang dalam
Dustar al-Islamy dan Qaniin Asasi yang mereka pegangi?

2. Apa landasan (manhajul fikri) yang digunakan oleh Hizbut Tahrir (HT) dan
kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dalam merumuskan sistem
pemerintahan yang mereka susun?

3. Bagaimana kontekstualisasi sistem pemerintahan HT dan NII tersebut

ditinjau dari perspektif sistem pemerintahan modern maupun figh siyasah?

C. Tujuan Penelitian
Sebagaimana rumusan masalah yang penulis susun, maka tujuan dari
penulisan tesis ini adalah untuk:
1. Memetakan model sistem pemisahan kekuasaan yang menjadi bagian dari
desain sistem pemerintahan ala HT maupun NII. Pemetaan ini juga untuk
melihat berbagai kesamaan dan perbedaan yang mungkin bisa ditemukan

dari kedua sistem yang sama-sama berangkat dari asas Islam.



2. Mendeskripsikan manhajul fikri atau ideologi HT dan NII dalam
penyusunan sistem pemerintahan sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal
Dustir al-Islamy HT dan Qaniin Asasi NII.

3. Melakukan kontekstualisasi sistem pemerintahan Islam dari hasil komparasi
sistem pemerintahan yang dibangun oleh HT maupun NII dengan
menggunakan kaca mata sistem pemerintahan modern dan figh sivasah

sebagai alat analisis.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua

kerangka besar, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Kegunaan Teoritis (Keilmuwan)

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan (mapping)
sistem pemerintahan atau organisasi negara yang ingin diterapkan oleh HT dan
NII, sehingga kontribusinya secara teotiris adalah berupa peta model
pemerintahan ala HT dan NII yang dapat langsung dibandingkan persamaan dan
perbedaannya. Selain itu, penelitian terhadap manhajul fikri HT dan NII juga akan
memberikan kontribusi teoritis terkait dengan pencarian pendekatan ijtihad yang
populer dan gemar digunakan dalam studi politik dan pemerintahan Islam.
Mapping dan penelitian tentang metode ijtihad tersebut akan berguna dalam
melihat bagian mana saja dari organ-organ negara yang harus ada dalam sebuah
sistem pemerintahan -dengan berpedoman pada landasan teologis melalui ijtihad-

dan bagian mana saja yang bersifat kondisional.



2. Kegunaan Praktis (Bagi Masyarakat)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat
dalam memahami dimensi yang lebih mendalam tentang pemikiran kelompok
pejuang negara Islam. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi yang bisa menjadi
rujukan bagi para masyarakat luas, khususnya pemerhati kajian politik Islam atau
hubungan negara dan Islam untuk memahami lebih detail warna dan ragam
pemikiran dalam wilayah yang lebih detail (furii’). Karena, meski ugil perjuangan
pejuang negara Islam mudah dipertemukan, belum tentu pada wilayah yang lebih
detail kesamaan itu dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, masyarakat
dapat memiliki paradigma baru yang lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang

tidak pernah kering dari perdebatan ini.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana variabel penelitian yang tergambar dalam judul, maka
setidaknya ada dua obyek telaah pustaka yang akan penulis paparkan. Pertama,
karya tulis atau penelitian yang berkaitan dengan pembagian atau pemisahan
kekuasaan dalam sistem pemerintahan konvensional atau Islam, terutama yang
memiliki keterkaitan dengan HT dan NII. Kedua, karya yang terkait dengan
penelitian tentang HT dan NII secara umum.

Muhammad As’ad menulis sebuah tesis pada pascasarjana Universitas
Indonesia berjudul ”Sistem Pemerintahan Islam: Studi kasus Khilafah Islamiyyah
menurut Hizbut Tahrir”. Tesis ini berkesimpulan dan berposisi bahwa Islam

sedemikian rupa adalah sistem yang lengkap, tidak terkecuali dalam menjelaskan
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sistem pemerintahan yang harus dijalankan. Kemajuan Islam pada masa dulu
diyakini karena pemerintahan telah menerapkan sistem Islam ini. Akibat ekspansi
dan penjajahan terhadap negeri-negeri Islam, akhirnya sistem Islam tersebut
diganti dengan sistem kapitalis."> Menurut penulis, ada beberapa kelemahan dari
tesis ini. Pertama, generalisasi sistem pemerintahan Islam dengan hanya
melakukan studi kasus terhadap Hizbut Tahrir tidaklah mencukupi. Kedua,
kesimpulan bahwa terdapat sistem dan struktur pemerintahan Islam yang telah
baku dan tidak berubah, sebelum akhirnya dirubah menjadi sistem kapitalis tidak
sepenuhnya bisa dibenarkan, mengingat fakta bahwa sistem pemerintahan dan
kekhalifahan Islam hingga berakhir di tangan Turki Utsmani tidak memiliki

kesepakatan tertentu mengenai sistem pemerintahan. Apalagi HT hanya mengakui

sistem yang dicontohkan oleh empat pemerintahan Khulafd’ ar-Rasyidin dan

tidak setelahnya, sehingga kesimpulan dari tesis ini memiliki banyak celah untuk
dikritisi.

Tulisan lain yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan Islam cukup
panjang adalah buku yang ditulis Samir Aliyah berjudul Sistem Pemerintahan,
Peradilan, Dan Adat dalam Islam”. Buku ini tidak spesifik fokus membahas
sistem pemerintahan Islam. Kajian tentang hal itu hanya menjadi salah satu bagian
pembahasannya saja. Namun semuanya memiliki keterkaitan yang tidak
terpisahkan, karena tema besar yang menjadi topik pembahasan adalah sistem

Negara Islam yang meliputi banyak elemen. Hanya saja kelemahan buku ini

3 Muhammad As’ad, ”Sistem Pemerintahan Islam: Studi kasus Khilafah Islamiyyah
menurut Hizbut Tahrir”, tesis, pascasarjana UI, 2006.
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adalah pembahasannya yang sangat normatif. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh
posisi Samir ‘Aliyah yang secara eksplisit meletakkan dan mengakui dirinya
termasuk kelompok orang yang meyakini bahwa Islam merupakan agama, negara,
dan sistem bagi kehidupan ini."*

Cukup banyak buku yang membicarakan sistem pemerintahan Islam
menurut persektif masing-masing dalam kajian yang luas dan tidak sepesifik.
Munawwir Syadzali mengarang sebuah buku berjudul “Islam and Govermental
System; Teaching, History, and Reflections”. Kajiannya masih tidak fokus dan
berusaha merekam seluruh sejarah Islam dari periode Nabi hingga para pemikir
Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu ‘Arabi, dan yang lain. Hanya di akhir buku ini,
Munawwir Syadzali sedikit membahas sistem politik di beberapa negara seperti
Saudi Arabia, Maroko, Mesir, dan yang lain. Itupun teramat sedikit dan masih
sangat global."

Penelitian tentang Hizbut Tahrir; sejarah, tujuan, model gerakan,
pemikiran tentang khilafah, kaitannya dengan gerakan transnasional, dan
identitas-identitas lainnya cukup telah banyak dilakukan. Salah satunya yang
cukup menarik adalah tesis dari Frank Sncheider pada Naval Postgraduate School,
Monterey Califaornia yang berjudul ”Hizbut Tahrir; A Thread Behind a Legal
Facade”. Penelitian tersebut melihat bagaimana Hizbut Tahrir sebagai gerakan
transnasional menyesuaikan penyebaran starategi pemikirannya dengan

lingkungan setempat, termasuk dengan undang-undang yang legal berlaku di

" Samir ‘Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam (terj.) (Jakarta:
Khalifa, 2004).

'S Munawwrir Syadzali, Islam and Govermental System, Teaching, History, and Reflections
(Jakarta: INIS, 1991).
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suatu negara. Hasilnya, ditemukan bahwa HT memang hadir dengan berbagai
wajah pada setiap wilayah penyebarannya. Meski demikian, tesis ini juga
berkesimpulan bahwa HT dengan rentang waktu 50 tahun dianggap gagal dalam
penyebaran ide-ide khildfah di berbagai wilayah dunia, sangat kontras dengan
penyebaran ide pada masa Nabi dan Khulafa’ ar-Rasyidiin.'®

Tesis yang mengangkat pemikiran Hizbut Tahrir dengan pola yang hampir
sama ditulis oleh Saifuddin yang berjudul “Konsepsi Khilafah (Studi Pemikiran
Politik Hizbut Tahrir Indonesia)”'” dan tesis Zusiana Elly Triantini yang berjudul
“Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”.'® Tesis pertama di samping
melakukan pembahasan tentang konsep khilafah HTI juga berkesimpulan bahwa
konsep tersebut juga akan menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena sifatnya yang tidak mengenal batasan teritorial. Namun tesis itu
juga berposisi tidak menolak pelaksanaan sistem Khalifah bila diterapkan di
Indonesia jika memang bisa memberikan kebahagiaan terhadap masyarakat.
Sedangkan tesis kedua menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa meskipun
perempuan HTI diwajibkan berdakwah dan berperan dalam penyebaran ajaran-
ajaran HTI di tengah masyarakat, namun kaum perempuan secara struktural tidak
memiliki ruang dalam struktur pemerintahan. Di sinilah hegemoni tertentu di

tubuh HTI dapat terbukti.

' Frank Sncheider, “Hizbut Tahrir; A Thread Behind a Legal Fagade”, tesis, Naval
Postgraduate School Monterey Califaornia, 2006.

'7 Saifuddin, “Konsepsi Khilafah (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)”, fesis,
pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

18 Zusiana Elly Triantini, “Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”, tesis,
pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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Akibat ide-ide yang ditawarkan, terutama sistem khilafah, beberapa
kalangan memasukkan Hizbut Tahrir ke dalam kelompok Islam ”fundamentalis”.
Dua tesis berikut setidaknya berangkat dari keyakinan dan hipotesis bahwa HT
tergolong kelompok ”fundamentalis”. Pertama, tesis yang ditulis Hendra
Kurniawan berjudul “Realitas Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia: Wacana
Hegemonik Dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah
Dalam Peta Gerakan Fundamentalisme Islam-Politik Di Indonesia)”.19 Kedua,
tesis yang ditulis Moh. Igbal Ahnaf berjudul ”Citra Tentang Musuh; Persepsi
Fundamentalis Muslim terhadap “Yang Lain” (Majelis Mujahidin Indonesia dan
Hizbut Tahrir Indonesia)”. *° Tesis pertama menemukan adanya pergeseran
wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis yang
dibawa oleh pemikiran HT, sehingga bisa jadi berhubungan antagonis dengan
NKRI. Sedang tesis kedua menemukan bahwa diskursus antagonisme dan sikap-
sikap konflik, seperti marah, benci, tidak percaya, curiga, dan yang sejenis,
terhadap yang lain sangat kuat dalam publikasi dan ceramah para tokoh MMI dan
HTI, meski tidak sampai berdampak pada anarkisme.”'

Sementara itu, penelitian tentang NII pada umumnya bergerak pada dua

model. Penelitian tentang NII dengan pendekatan sejarah dan penelitian tentang

! Hendra Kurniawan, “Realitas Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia: Wacana Hegemonik
Dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah Dalam Peta Gerakan
Fundamentalisme Islam-Politik Di Indonesia)”, fesis, pascasarjana UL, 2003.

% Moh. Igbal Ahnaf, "Citra Tentang Musuh; Persepsi Fundamentalis Muslim terhadap
“Yang Lain” (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)”, fesis, pascasarjana
UGM, 2004.

?! Analisis lain yang menarik tentang adanya sikap antagonistic dan perilaku gerakan Islam
melawan rezim yang berkuasa di beberapa negara yang ada dapat dibaca pada John L. Esposito
(ed), Political Islam; Revolution, Radicalism, or Reform (London: Lynne Rienner Publisher,
1997), hlm. 17-74.
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NII kontemporer atau neo-NII. Salah satu yang bergerak menggabungkan kedua
model tersebut adalah penelitian yang dilansir oleh International Crisis Group
(ICG) pada tahun 2005 berjudul “Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam
and the Australian Embassy Bombing”. Penelitian ini melakukan penelusuran
data-data sejarah dan menunjukkan adanya keterkaitan gerakan Darul Islam untuk
mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan serangkaian teror dan bom yang
terjadi di Indonesia.”” Penelitian ini juga menginspirasi Nur Khalik Ridwan pada
tahun 2008 untuk melakukan penelitian tentang regenerasi NII dalam bukunya
yang berjudul “Regenerasi NII; Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia”.
Tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian ICG, karya Nur Khalik Ridwan juga
sedikit banyak memiliki kesamaan. Hanya saja, Nur Khalik Ridwan yang
menjadikan laporan ICG sebagai sumber kajian juga banyak melakukan kritik
terhadap laporan tersebut. [a mengkritisi paradigma dan metode penelitian yang
digunakan ICG dalam laporannya. Namun meski banyak kelemahan, laporan ICG
ini menurut Nur Khalik Ridwan adalah satu-satunya laporan yang cukup
sistematis dan kaya menjelaskan kronologis sejarah pasca kekalahan NII tahun
1962.%

Banyak hasil penelitian lain tentang NII. Sebagian besar penelitian itu
didasarkan pada penelitian investigatif untuk menjawab pertanyaan dan
permasalahan terkait kemungkinan tumbuh suburnya akar-akar NII atau

pemikirannya di beberapa tempat. MUI pada tahun 2002 dan Departemen Agama

2 International Crisis Group , “Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing”, dalam http.//www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3280&I=35,
diakses pada 12 Oktober 2009.

2 Nur Khalik Ridwan, Regenerasi NII; Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia
(Surabaya: Penerbit Erlangga, 2008).
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pada tahun 2004 pernah melakukan investigasi semacam ini pada pondok
pesantren al-Zaytun. Kedua penelitian tersebut melahirkan kesimpulan yang
relatif sama, berupa penemuan adanya hubungan yang kuat antara al-Zaytun
dengan NII. Begitu pula penelitian-penelitian lain yang serupa. Asep Zaenal
Ausop pada penelitiannya yang berjudul ’gerakan NII KW IX” juga menemukan
hal yang sama.’* Keterkaitan sejarah dan dan alur finansial diyakini menjadi
indikator kuat adanya hubungan al-Zaytun dan NII. Disamping secara teologis,
banyak ajaran yang dianggap menyimpang, secara politis, gerakan rekruitmen dan
penggalangan dana yang dilakukan bisa disebut gerakan politis. Demikian pula
posisi karya Umar Abduh yang berjudul "Membongkar Gerakan Sesat NII Al-
Zaytun” yang juga meyakinkan masih kuatnya basis NII melalui eksistensi
pesantren al—Zaytun.25

Buku ”Islam dan Radikalisme di Indonesia” juga membahas gerakan HTI
dan NII dalam satu bab yang sama dengan MMI. Yang menjadi fokus kajian
dalam buku ini saat membahas HTI adalah seputar pemikirannya tentang
hubungan agama dan politik, strategi dakwah yang digunakan, dan pandangannya
terhadap kelompok lain. Sementara saat membahas NII, buku ini banyak
mendeskripsikan pengorganisasian dan ekslusivitas serta radikalisme NII. *°

Kajian serupa yang memberikan penjelasan seputar sejarah dan pemikiran-

* Asep Zaenal Ausop, ”gerakan NII KW IX”, dalam jurnal sosioteknologi edisi 16 tahun 8,
April 2009, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut
Teknologi Bandung.

¥ Umar Abduh, Membongkar Gerakan Sesat NII al-Zaytun, e-book dalam
swaramuslim.net.

% Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (ed), Islam dan Radikalisem di Indonesia, (Jakarta:
LIPI Press, 2005).
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pemikiran dasar banyak ditemukan pada kajian-kajian tentang HT atau NII pada
umumnya.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tentunya memiliki perbedaan
dengan penelitian-penelitian di atas. Pertama, dari sudut obyek kajian, penelitian
ini hanya fokus pada aturan dasar yang dimiliki oleh HT dan NII sebagai bahan
hukum primer dalam mengkaji sistem pemisahan kekuasaan dan organisasi
Negara yang disusun oleh kedua kelompok tersebut. Kedua, dari sudut analisis,
penelitian ini menggunakan kaca mata sistem pemerintahan modern dan siyasah
syar iyyah. Doktrin tokoh yang diambil tidak sekedar dari tokoh-tokoh dan para
pemikir Islam, tapi juga dari para pemikir modern barat. Ketiga, dari sudut metode,
penulis menggunakan model pendekatan sistem pemerintahan modern dan figh

siyasah dalam mengkaji pemikiran HT dan NII tentang sistem pemerintahan Islam.

F. Kerangka Teoretik
1. Sistem Pemerintahan Modern dan Organisasi Negara
Pemerintahan menurut Djokosutono berposisi sebagai alat untuk bertindak
demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain
kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan
sebagainya. Teori dasar pemerintahan tidak jauh berbeda dengan teori dasar
negara. Antara lain teori kekuasaan Tuhan, teori perjanjian masyarakat, dan

kedaulatan hukum.?’ Demikian pula dengan bentuk pemerintahan yang juga

' C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, /l/mu Negara (Jakarta: PT. Pradnya Pramita,
2004), hlm. 111-112.
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dipersamakan dengan bentuk negara oleh beberapa pakar. Secara umum, bentuk
pemerintahan hanya dibedakan menjadi dua, kerajaan (monarki) dan republik.28

Membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai
pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan
ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan
sifat hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas:
(1) pembagian kekuasan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang
didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan
fungsi tersebut; dan (2) pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu
pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan
melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau
antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.29

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori
mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan
untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang
masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah
timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja
seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.

John Locke adalah sarjana yang pertama kali mengemukakan teori
pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan

legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif

3 Ibid., hlm. 150.

¥ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 267.
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(kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif
(kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala
tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).*

Sejalan dengan Locke, ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh
Montesquieu. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan yang
dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif,
legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal sebagai trias politica. 31
Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut
dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu
organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-
masing dalam arti yang mutlak.’* Konsep Montesquieu saat ini dianggap tidak
lagi relevan mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga
organisasi tersebut hanya berurusan secara ekslusif dengan salah satu dari ketiga
fungsi kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan antar-cabang
kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya
saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip
checks and balances.

Yang menarik adalah, sebagaimana disebutkan Samir Aliyah, Pemisahan

tiga kekuasaan juga ada dalam tubuh Islam. Meski kepemimpinan ketiga lembaga

ini pada masa Nabi dan Khulafa’ ar-Rasyidiin adalah kepala negara itu sendiri.

30 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Z/mu., hlm. 140.
3! Ibid., hlm. 141.

32 Montesquie menuturkan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi
tersebut tidak dipegang dalam satu tangan kekuasaan yang sama, tapi oleh badan yang terpisah.
Konsep ini dikenal dengan konsep konstitusionalisme. Ide pokoknya adalah bahwa pemerintah
perlu dibatasi kekuasaannya (the limited state) Lihat dalam Miriam Budiardjo, Dasar., him. 282.
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Setelah meluasnya wilayah negara Islam dan bertambah kemaslahatannya,
kekuasaan umum dari ketiga kekuasaan tersebut terpisahkan antara sebagian yang
satu dengan yang lain.”

Organisasi Negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
lembaga-lembaga Negara yang dibentuk dalam rangka sebagai alat negara untuk
mencapai tujuan-tujuan luhur negara.** Bila frase “lembaga pemerintah” dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan-badan pemerintahan
dalam lingkungan eksekutif, maka frase “lembaga negara” dapat diartikan sebagai
badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di
lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Menurut Abdul Muin Salim, kepala negara atau wali dalam pemerintahan
Islam berdasarkan asas musyawarah dan secara logika tidak akan mampu
menangani urusan pemerintahan sendiri, memerlukan lembaga-lembaga
penyelenggara pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, lembaga tersebut
menurutnya dapat dipilah dalam atas: (1) lembaga legislatif (majelis tagnin), (2)
lembaga eksekutif (majelis tanfiz), dan (3) lembaga yudikatif (majelis gada’i).*

2. UUD Atau Konstitusi Dalam Sebuah Negara

Obyek penelitian ini, Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qaniin Asasi

NII, disusun untuk menjadi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) dalam

negara Islam yang mereka perjuangkan. E.C.S. Wade dalam bukunya

3 Samir Aliyah, Sistem., hlm. 137; Bandingkan dengan Z.A. Ahmad, Membentuk Negara
Islam (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1956), him. 174-178.

* Tentang alat-alat perlengkapan Negara yang penulis maksudkan, dapat dibaca Moh.
Kusnardi dan Bintan R. Saragih, /Imu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), him. 241-250.

35 Abdul Muin Salim, Figh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2002), him. 295.
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Constitusional Law mendefinisikan UUD sebagai sebuah naskah yang
memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan
suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.*®

Walaupun UUD suatu negara bisa jadi berbeda dengan yang diterapkan di
negara lain, namun terdapat ciri-ciri yang sama, yaitu memuat beberapa ketentuan
berikut:*’

a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara lain badan
legislatif, ekskutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. UUD
juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau kesatuan), beserta
pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-
bagian atau antara pemerintah dan pemrintah daerah. Selain itu, UUD
memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh
satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini, UUD
mempunyai kedudukan sebagai dokumen yang legal secara khusus.

b. Hak-hak Asasi Manusia

c. Prosedur Mengubah Undang-undang (Amandemen)

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
Misalnya, UUD Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat
federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan
munculnya seorang dikatator seperti Hitler.

e. Merupakan aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara

dan lembaga negara tanpa kecuali.

36 Miriam Budiardjo, Dasar., him. 170.
*7 Ibid., hlm. 177-178.
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Ada beberapa hal menurut Montesquieu bagi orang-orang yang membuat
Undang-Undang. Di antaranya adalah sebaiknya susunan Undang-Undang ringkas
dan sederhana, menarik gagasan yang sama pada setiap orang, tidak rumit karena
dirancang juga untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa, dan tidak perlu
dilakukan pengkhususan atau penjelesaian detail. Montesquieu juga mewanti-
wanti pada para legislator agar tidak mengusahakan keseragaman yang berlebihan
dalam sistem hukum. Ia yakin bahwa selalu ada kebutuhan terhadap perbedaan.
Jika sebuah hukum tidak bisa diberlakukan bagi semua orang pada suatu bangsa,
maka memberikan toleransi pada keberagaman lebih baik daripada justru akan
menjadi berbahaya bagi orang-orang yang situasinya tidak sesuai dengan rumusan
matematis yang dirancang legislator.*®

Pentingnya penelitian terhadap konstitusi dalam institusi Islam juga bisa
diambil dari pendapat Joseph Schacht yeng menyebutkan bahwa ada dua arah
perubahan yang penting dalam sejarah hukum Islam. Pertama, adalah pada masa
pengenalan sebuah teori yang tidak hanya mengabaikan, akan tetapi juga menolak
semua yang bertentangan dengan sense Islam, al-Quran, dan Hadis Nabi. Kedua,
yang terjadi di abad sekarang, yakni legislasi modern sebagai bagian dari
pemerintahan Islam yang tidak saja membatasi bidang “hukum suci” yang
diterapkan dalam praktik, akan tetapi juga bercampur dengan bentuk tradisional

. . .39
hukum itu sendiri.

¥ Montesquieu, The Spirit Of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Imu Politik, terj. M.
Khoiril Anam (Bandung: Nusamedia, 2007), him. 357-362.

% Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Y ogyakarta: Penerbit ISLAMIKA, 2003), hlm.
3.
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Ibnu Taimiyyah juga merupakan tokoh yang memahami pentingnya
sebuah aturan dalam organisasi masyarakat. Menurutnya, manusia pada dasarnya
berwatak madaniy (suka membangun). [tulah sebabnya jika mereka berkumpul,
pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mengatasai persoalan. Untuk kepentingan itu,
diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (ruler) dan anggota
masyarakat (ruled). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif
yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.*’

Di samping itu, penyelenggaraan kekuasaan politik dalam sebuah negara
dapat didasarkan pada dua hal: absolutisme dan konstitusionalisme. Prinsip
pertama melahirkan kekuasaan tak terbatas. Prinsip kedua membatasi
pemerintahan pada hukum yang terkandung dalam konstitusi yang mencakup
pembagian kekuasaan dengan prinsip-prinsip sentralisasi, desentralisasi, dan
dekonsentrasi; dan pemilahan kekuasaan atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.*!

3. Siyasah Syar’iyyah Sebagai Hasil Kreasi Ijtihad

Siyasah syariyyah sebagaimana didefinisikan oleh Abdur Rahman Taj
adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisasi
urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya
yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat

kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nas-nas tafshily yang

* Yonu Taymiyyah, Majmii’ Fatawa Ibni Taymiyyah, dalam software Maktabah al-
Syamilah, juz VI, him. 322.
*! Abdul Muin Salim, Figh., hlm. 76.
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juz’iy dalam al-Quran dan Sunnah. ** Definisi tersebut sangat jelas
mengindikasikan bahwa kreasi ijtihad dalam arti luas sangat terbuka, bahkan
mungkin menduduki peran dominan dalam kajian tentang pemerintahan Islam.
Pemikiran politik sebuah kelompok, baik HT maupun NII, termasuk aturan dasar
yang mereka ciptakan juga berarti hasil kreasi ijtihad yang menduduki posisi
sejajar dengan hasil ijtihad yang lain dan terbuka untuk dianalisis, dieksplorasi,
atau bahkan dikritisi.

Menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks berbicara melalui pembacanya.
Apabila moralitas pembacanya tidak toleran, maka akan menghasikan penafsiran
yang tidak toleran pula.* Meski merupakan hasil kreasi ijtihad, sebuah produk
undang-undang dalam perspektif siyasah islamiyyah dituntut untuk dapat menjaga
kepentingan keadilan dan mempromosikan amar ma’rif nahi munkar. Bahkan
dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Ibnu Taimiyyah Ilebih
memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya,
termasuk keimanan agama seseorang. Salah satu adagium yang diriwayatkan
darinya menyebutkan, “Allah akan menolong negara yang adil meskipun kufur

dan tidak menolong negeri yang zalim meskipun iman”.**

* Istilah siydsah syar’iyyah mengandung pengertian yang sama dengan figh siydsah.
Keduanya bermakna siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan. Meski unsur dinamika
pemikiran manusia juga bermain di dalamnya, namun moral dan etika agama dengan
memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat tetap dijadikan landasan berpikirnya. Lihat J.
Suyuthi Pulungan, figh., him. 24-25.

# Khaled Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif (terj).
(Jakarta: Serambi, 2004), him. 300.

* Ibnu Taymiyyah, Majmi ., him. 322.
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Sementara itu, metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum

dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan:45

1.

Pola bayani, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari
semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik).
Metode ini juga bisa disebut metode literal (tarigah lafziyyah), karena
metode ini ditujukan terhadap teks-teks syari’ah yang berupa al-Quran dan
Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu
menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkanya. Dengan begitu,
dasar dari metode ini adalah analisis lafadz Al-Quran dan Hadis dengan
bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.

Pola giyasi (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang
khususnya tidak terdapat dalam ras dengnn cara menganalogikannya dengan
kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nags karena adanya keserupaan
hukum. ** Di dalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada
perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat
argumen, tetapi mungkin juga untuk mengalihkanya kepada kesimpulan lain
agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.*’

Pola Istiglahi, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan
ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip (universal) untuk melindungi

atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya esensi dari

* Wahbah Zuhaily, Al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), I: 137.
* Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir Tasyri’ al-Islamy Fima La Nassa Frh, (Kuwait: Dar

Al-Qalam, 1979), hlm. 19.

7 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukm Islam, (Yogyakarta: UII

Press, 2000), him. 20.



25

penetapan syariat adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.*®
Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan; Darariyyat
(kebutuhan esensial), hdagjiyyat (kebutuhan primer), dan tahsiniyyat
(kebutuhan kemewahan). Prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang

L. . . 4
ingin diselesaikan.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Artinya,
Jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian akan digambarkan
secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang
permasalahan-permasalahan yang diteliti. Beberapa variabel dalam penelitian ini,
seperti Dustir al-Islamy HT atau Qaniin Asasi NII tidak akan sekedar
digambarkan sebagai variabel-variabel tunggal melainkan juga diungkapkan
hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagaimana dituturkan
West, dengan penggunaan jenis penelitian ini, penulis memungkinkan untuk
melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan
generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal, 30
sehingga dengan jenis penelitian ini, studi kasus yang penulis ambil dalam upaya

lebih memfokuskan kajian penelitian tidak mengurangi nilai atau kualitas dalam

* Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwdfaqgat fi Ushiil al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
'Tlmiyah, 2003), Juz II, him. 261

* Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushil Al-Figh, (Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 2007),
him. 160-164.

% Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2005), hlm. 157.
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upaya pengembangan generalisasi jawaban sekaligus pengembangan teori pada

saat mengambil kesimpulan di akhir penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
litereir atau [library research (studi pustaka). Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu Dustiir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qaniin Asasi
Negara Islam Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti
buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, software kitab-kitab Islam, dan data internet
yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki
relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Bahan-
bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman

analisis penulis.

3. Teknik Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
wacana kritis (critical discourse analysis). Dalam analisis semacam ini, wacana
tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Bahasa dianalisis tidak hanya dari
aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks

di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu,”' termasuk di

3! Titscher, Stefan, et.al. Methods of Text and Discourse Analysis, (London-Thousand Oaks-
New Delhi : Sage Publication, 2000), him. 146-147.
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dalamnya praktik kekuasaan. Metode analisis wacana ini dipilih dalam upaya
menganalisis dan mengolah data yang ada, terutama bahan hukum primer
penelitian, yaitu Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qaniin Asasi Negara Islam
Indonesia. Dengan analisis semacam ini diharapkan penulis dapat memilah dan
memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek
kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan analisis yang lebih obyektif dan
sistematis dalam mengkaji sistem pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan
Islam dengan mengambil sample studi kelompok Hizbut Tahrir dan Negara Islam

Indonesia.

4. Metode Pendekatan
Ada dua pendekatan yang penulis gunakan dalam tesis ini: pendekatan
komparatif (comparative approach atau dirasat mugaranah) dan pendekatan legal
institusional.

a) Metode komparatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara dua
produk undang-undang dari HT dan NII yang menjadi obyek kajian.
Sebagaimana yang dirumuskan Hasbi Ash-Shiddiqie, aplikasi metode ini
dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah
dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu, kaidah-kaidah yang
dipergunakan, serta membanding yang satu dengan yang lain, kemudian
mengambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran.” Metode komparatif

dalam format penelitian institusi negara juga dapat digunakan untuk

2 Nouruzzaman Shiddiqi, Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997), hal. 171.
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membandingkan format institusi satu negara dengan negara yang lain.”

Atau dalam konteks penelitian ini, yang dibandingkan adalah antara
organisasi negara yang tertuang dalam aturan dasar HT dan NII.

Pendekatan legal institusional yang juga dikenal dengan pendekatan
tradisional. Pendekatan ini digunakan untuk membahas organisasi negara
dengan melihat ketentuan yang tertuang dalam naskah-naskah resmi
(Undang-Undang Dasar, peraturan, tata tertib), pola hubungan yang terjadi
dan juga struktur organisasi.”® Aplikasinya dalam penelitian ini adalah
melakukan telaah terhadap ragam, struktur, hubungan, dan kewenangan
organisasi negara yang ada dalam Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan

Qaniin Asasi Negara Islam Indonesia sebagai obyek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah deskripsi analisis penulis dalam tesis ini, maka

sistematika yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

tujuan, kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika

pembahasan. Bab ini berisi pengantar sebelum memasuki pembahasan dan

analisis inti dari tesis ini. Pengantar ini diharapkan dapat membantu pembaca

dalam memahami lebih awal fokus permasalahan yang akan dikaji, manfaat, serta

teori dan metode yang digunakan.

3 David Marsh dan Gerry Stoker, Theory and Methods in Political Science (London:

MACMILLAN PRESS LTD, 1995), hlm. 45

* Miriam Budiardjo, Dasar., him. 72.
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Bab II Tinjauan Umum tentang Asas-Asas Sistem Pemerintahan Islam.
Bab ini akan memaparkan tentang hubungan Islam dan negara, sejarah singkat
corak pemerintahan Islam pada periode Nabi, Khulafa’ ar-Rasyidiin, dan periode
Dinasti-dinasti. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai prinsip pemerintahan
Islam dari berbagai pandangan pakar dan melakukan analisis terhadap sistem
pemisahan kekuasaan dalam Islam dengan menggunakan analisis Maslahat.

Bab III Deskripsi Umum tentang Dustiar al-Islamy Hizbut Tahrir dan
Qaniin Asasi NII. Pada bagian ini akan dideskripsikan dua hal; Pertama, profil
dari Hizbut Tahrir yang meliputi biografi pendiri dan tokoh Hizbut Tabhrir,
Taqiyuddin an-Nabhani, kemudian juga konsep politik HT, perkembangan Hizbut
Tahrir di Indonesia, dan pola-pola umum pasal-pasal yang terdapat dalam Dustir
al-Islamy Hizbut Tahrir. Kedua, Profil Negara Islam Indonesia, meliputi biografi
proklamator, S.M. Kartosoewirjo, Sejarah pemikiran tentang Negara Islam di
Indonesia, konsep-konsep dasar politik NII, dan pola umum Qaniin Asasi NII.
Bab ini penting dalam konteks memberikan penjelasan detail lebih awal tentang
bahan hukum primer penelitian.

Bab IV Komparasi Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qaniin Asasi NII.
Bab ini akan menjawab dan mengeksplorasi tiga pokok permasalahan dalam
penelitian ini. Pertama, tentang Pemetaan model sistem pemisahan kekuasaan
dalam sistem pemerintahan yang diidealkan oleh HT dan NII sebagaimana
tertuang dalam undang-undang dasar masing-masing. Kedua, Manhajul Fikri
(landasan berpikir) yang digunakan oleh HT dan NII dalam meletakkan sistem

pemerintahan. Ketiga, Melakukan analisis dari hasil komparasi untuk kemudian
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menghubungkannya dengan konteks sistem pemerintahan modern dan siyasah
syar’iyyah, terutama untuk menemukan konteks yang tepat sebagai rekomendasi
bagi sistem pemerintahan Islam.

Bab V Penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan sebagai jawaban atas
rumusan masalah penelitian sekaligus rekomendasi penulis yang didasarkan pada

hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagaimana rumusan masalah dan pembahasan yang telah dilakukan pada
bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan:

1. Dari hasil komparasi model pemetaan organisasi dan pemisahan kekuasaan
negara Islam menurut Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qanin Asasi
Negara Islam Indonesia (NII) ditemukan bahwa telah ada upaya pembagian
kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga Negara. Dalam batas-batas
tertentu, Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir meletakkan Khalifah sebagai
pemeran eksekutif, Majelis Umat sebagai legislatif, dan gada’ sebagai
yudikatif. Demikian pula Qanin Asasi NIl yang memberikan pembagian
lebih jelas dengan memposisikan Imam sebagai kepala pemerintahan
(eksekutif), Majelis Syuro sebagai pemilik hak utama legislasi (legislatif),
dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana bidang peradilan (yudikatif). Di
satu sisi, Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir memiliki keunggulan dibanding
Qanun Asasi NIl dalam menjelaskan fungsi dan wewenang masing-masing
lembaga negara. Namun di sisi lain, Qaniin Asasi N1l lebih unggul dan lebih
baik daripada Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir dari perspektif model

pembagian atau pemisahan kekuasaan.
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2. Komparasi manhajul fikri Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia

sebagaimana terbaca dalam Dustir al-Islamy dan Qaniin Asasi adalah

sebagai berikut:

a)

b)

c)

Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir memberikan wewenang yang lebih besar
kepada seorang kepala Negara (Khalifah) daripada yang diberikan
Qaniin Asasi N1l kepada kepala Negara (Imam).

Dustir al-Islamy Hizbut Tahrir memformat sebuah negara dalam
konteks internasional atau transnasional, sedangkan Qaniin Asasi NI
bergerak pada batas wilayah nasional (Indonesia).

Sumber Hukum yang populer dirujuk sebagai sumber legitimasi dalam
Dustiir al-Islamy Hizbut Tahrir adalah al-Quran, Sunnah, /jma’ Sahabat
(pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin), dan maslahat. Sedangkan sumber
hukum yang dirujuk oleh NII juga tidak jauh berbeda dengan digunakan
Hizbut Tahrir. Perbedaannya sebagian besar kemudian terletak pada

bagaimana sumber hukum tersebut diinterpretasikan.

3. Berdasarkan komparasi yang telah dilakukan, maka kritik dan

kontekstualisasi terhadap model pemerintahan Hizbut Tahrir dan NIl adalah

sebagai berikut:

a)

Baik Hizbut Tahrir maupun NII tidak memiliki mekanisme sirkulasi elit
yang jelas. Keduanya tidak menganut sistem periodisasi jabatan
pemerintahan dan juga tidak mencantumkan periodisasi pelaksanaan
Pemilu pada masing-masing konstitusinya. Sirkulasi elit menjadi sangat

penting untuk memberikan jaminan hak memilih dan dipilih seluruh
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warga negara dan sebagai bentuk tindakan preventif lahirnya kekuasaan
dan pemerintahan yang absolut.

Salah satu ciri dari negara Islam adalah sumber hukum tertingginya tidak
diberikan kepada rakyat (kedaulatan rakyat). Muara pembuatan hukum
dan pertanggungjawaban adalah pada Allah (kedaulatan Tuhan). Hizbut
Tahrir dan NII juga menganut ciri tersebut. Hanya saja, karena dalam
aplikasinya, pemegang kekuasaan adalah umat atau rakyat, maka upaya
mempertemukan suara rakyat dan suara Tuhan seringkali diaplikasikan
beragam. Bahwa dalam negara Islam, suara rakyat tidak bisa selamanya
menentukan aturan negara dan aturan masyarakat adalah benar di satu
sisi, namun bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan pembentukan aturan negara di sisi yang lain
juga merupakan kebenaran, karena rakyatlah obyek dari segala
keputusan negara.

Mekanisme check and balaces tidak hanya bisa dipasrahkan dalam
proses pembagian atau pemisahan kekuasaan negara dalam lembaga-
lembaga yang berbeda. Negara atau pemerintahan Islam juga harus
memberikan porsi yang luas terhadap civil society sebagai sektor
penyeimbang kekuasaan negara. Model negara Islam versi Hizbut Tahrir
maupun NIl kurang memberikan perhatian terhadap potensi civil society,
bahkan cenderung membatasinya. Civil society yang dimaksudkan bisa
berupa kontrol media massa, maupun kelompok-kelompok LSM atau

organisasi non-pemerintah.
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d) Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia hidup dan berjuang di era
nation-state. Salah satu ciri dari era ini adalah masing-masing negara
terpisah oleh garis teritorial dan memiliki konstitusi yang berbeda-beda.
Pilihan perjuangan transnasional model Hizbut Tahrir atau dengan
penggunaan senjata model NII dalam era ini tidaklah efektif, karena
kedua model perjuangan tersebut bisa disebut dan dikategorikan sebagai
perbuatan makar dan membahayakan kesatuan dan keamanan negara.
Era nation-state menuntut Kreativitas pejuang penegakan syariat (hukum

Islam) untuk memperjuangkan syariat secara gradual dan konstitusional.

B. Saran
Ada beberapa rekomendasi yang bisa penulis berikan berdasarkan hasil
pembahasan dalam tesis ini:

1. Iran adalah negara yang mempraktekkan sistem pemerintahan Islam secara
modern. Namun, beberapa doktrin Iran yang dekat dengan paham Syiah akan
sangat sulit untuk dapat dengan mudah diterima kelompok mayoritas kaum
Sunni. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai model
pemerintahan Islam modern ala Sunni. Beberapa negara seperti Saudi Arabia
atau Pakistan sebenarnya adalah pemerintahan Islam yang lebih dekat dengan
Sunni dan hidup di era modern, tapi pada prakteknya negara-negara tersebut
belum terbukti mampu berbicara banyak di dunia internasional dengan
mengedepankan ideologi keislamannya. Hizbut Tahrir dan NIl juga adalah

kelompok yang lebih dekat dengan kelompok Sunni. Hanya saja, sistem
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pemerintahan yang disusun keduanya belum pernah secara riil dan mapan
berdiri, sehingga belum pernah diujicobakan berhadapan dengan dunia
internasional modern.

. Kajian mengenai sistem politik dan pemerintahan Islam idealnya
memberikan porsi yang besar terhadap dinamisme ijtihad. Nas dan sejarah
Islam yang ada tidak seharusnya didudukkan sebagai sumber hukum yang
dijalankan dengan kaku. Proses politik selalu bergerak maju bersama dengan
kemajuan dunia. Budaya politik dan pemerintahan yang pernah dipraktekkan
pada masa agraris atau periode silam tidak bisa langsung diimpor dan
dipraktekkan pada masa industri atau periode modern saat ini, terlebih
dengan kondisi sosiologis yang juga berbeda. Namun, satu hal yang tidak
berubah adalah bahwa pengaturan politik dan pemerintahan negara pada
zaman dulu atau kini tetap harus memprioritaskan tujuan kemaslahatan
masyarakat. Oleh karenanya, pemberian porsi besar ijtihad dengan
pendekatan maslahat atau magasid syari’ah mutlak diperlukan dalam upaya
merumuskan model pemerintahan Islam modern.

. Salah satu tanda bangkitnya peradaban Islam adalah saat Islam benar-benar
menjadi ruh bagi seluruh aktivitas manusia, baik dalam bidang ‘ubidiyyah
maupun mu amalah. Hal itu juga berarti meniscayakan bahwa Islam harus
menjadi ruh dalam aktivitas perpolitikan dan pemerintahan. Upaya untuk
melakukan internalisasi nilai-nilai Islam terhadap sistem yang sedang
berjalan harus tetap diperjuangkan. Meski sejatinya tidak ada sistem yang

sempurna, termasuk sistem yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir dan NI,



226

namun upaya untuk terus menyempurnakan sistem yang sedang berjalan
harus tetap dilakukan. Di sinilah nilai-nilai dasar Islam dapat mengambil
perannya. Nilai-nilai Islam tersebut dapat menjadi guidance (panduan) dalam
mengkritisi dan melakukan penyempurnaan terhadap sebuah sistem
pemerintahan. Muara dari upaya dan perjuangan tersebut dapat terwujud
dalam bentuk “sistem politik dan pemerintahan yang islami”. Di samping itu,
perjuangan tersebut harus tetap dilakukan dengan jalan yang arif dan bijak
serta sebisa mungkin menghindari penggunaan kekerasan yang berujung pada

kerugian terhadap masyarakat luas.
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